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ABSTRAK

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup termasuk manusia. Salah
satu sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah air sungai. Air
sungai yang mengalir di Kota Yogyakarta telah mengalami pencemaran dan
penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah domestik rumah tangga dan
sampah yang tidak terkontrol. Hal menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana
kinerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menangani permasalahan
Pencemaran Air dan mengimplementasikan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Dinas Lingkungan
Hidup Kota yogyakarta dalam menangani permasalahan pencemaran air.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode diskriptif yang bertujuan
untuk menjelaskan, menganalisa, dan menjawab pertanyan yang berkaitan dengan
subjek yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pegendalian
Pencemaran air) sesuai dengan Maslahah karena tujuan dari pengendalian
pencemaran air adalah terhindar dari segala bakteri dan zat limbah yang
berbahaya bagi kesehatan manusia. Dengan adanya pengendalian pencemaran air
maka masyarakat akan hidup sehat. Dan kesehatan merupakan kebutuhan pokok
(Daruriyat). Akan tetapi dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan efektif
dikarenakan berbagai kendala yang ada.

Kata Kunci: Impementasi, Pengendalian Pencemaran Air, Dinas

Lingkungan Hidup, Kota Yogyakarta.
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1. Konsonan tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Keterangan
| Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba B Be
<o Ta T Te
& Sa’ S Es titik di atas
z Jim J Je
- Ha’ H Ha titik di bawah
- Kha’ Kh Ka dan ha
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¢ ‘Ayn Koma terbalik (di atas)
i Gayn G Ge
- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

¢ Mim M Em

o Nan N En

9 Waw wW We

A Ha’ H Ha

¢ Hamzah Apostrof
< Ya Y Ye

2. Konsonan Rangkap (Syaddah)
Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem penelitian Arab
dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh; caaxa ditulis muta’aqqgidain
s ditulis ‘iddah

3. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk Ta’ marbutah ada dua macam yaitu

a. Bila dimatikan, ditulis h:

Contoh: 4 ditulis hibah



-

45> ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,
kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Contoh: dess & ditulis ni’matullah

355 Ll ditulis zakatul-fitri

4. Vokal pendek

& (fathah) ditulis a contoh &z ditulis daraba
iz (kasroh) ditulis i contoh V.g-e ditulis fahima

¢ (dammabh) ditulis u contoh v,ff ditulis kutiba
5. Vokal panjang
a. [Fathah + alif, ditulis a (garis di atas)

adal>-  ditulis jahiliyyah
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(o ditulis yas’a

c. Kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)

N ditulis majid

-

d. Dammah + waw mati, ditulis @ (dengan garis di atas)

DP9 ditulis furad



Vokal rangkap
a. Fathah + ya mati, ditulis ai

V‘<“’ ditulis bainakum

b. Fathah + waw mati, ditulis au

Jss ditulis gaul

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
VJJ“ ditulis a’antum
<del ditulis u’iddat

oA (’J—<~"~ ditulis la’in syakartum

Kata sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

o)) ditulis al-Quran
oL ditulis al-Qiyas

b. -Bila diikuti ;huruf syamsiyyah, ditulis .dengan menggandengkan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan-hurufl-nya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lain.! Jadi, di dalam undang-undang istilah “lingkungan hidup”
dan “lingkungan” dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu suatu sistem
yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati,
lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya.

Lingkungan hidup juga berarti suatu upaya penggalian pengetahuan
tentang bagaimana alam ini bekerja. Artinya adalah bagaimana manusia
mempengaruhi lingkungan dan menyelesaikan masalah lingkungan yang
sedang dihadapi manusia untuk menuju masyarakat yang berkelanjutan. Agar
dapat. bertahan hidup, semua_mahKluk hidup harus_cukup mendapatkan
makanan, udara bersih, air bersth 'dan perlindungan yang dibutuhkan sebagai

kebutuhan dasarnya.?

Masih banyaknya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah,

tidak bisa terlepas dari pola fikir kebanyakan manusia yang masih memegang

! Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2 Safrilsyah, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup”. Jurnal Substantia,
Vol. 16:1 (April 2014), him. 63.



teguh pandangan antroposentrisme, yaitu suatu paham yang menjadikan

manusia dan segala kepentinganya sebagai pusat segala sesuatu.

Manusia menganggap dirinya sebagai makhluk paling superior dalam
tatanan ekosistem, sehingga ia merasa berhak melakukan segalanya termasuk
mengekpolitasi lingkungan secara membabi buta tanpa mempertimbangkan
akibatnya. Akibatnya, dimana-mana kini telah terjadi kerusakan lingkungan
seperti Krisis air bersih, terjadinya polusi udara, punahnya fauna, penebangan

secara brutal terhadap flora dan sebagainya.

Permasalahan lingkungan, merupakan masalah dalam hubungan
makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya. Sementara
lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset fundamental dalam proses
menyejahterakan manusia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat™

Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup terlihat adanya maksud dan tujuan untuk
memberikan  perlindungan terhadap lingkungan.  Meskipun  diksi
“pemanfaatan lingkungan” terkandung makna tersirat untuk mengeksploitasi
terhadap lingkungan, setidaknya undang-undang tersebut sudah memberikan

batasan-batasan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan itu sendiri.

% Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 3



Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki
lingkup pengaturan yang lebih luas dibandingan dua undang-undang
sebelumnya. Lingkup pengaturanya tidak hanya menekankan pada aspek
pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut UUPPLH 2009 memiliki
aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan,

dan penegakan hukum. *

Dengan semakin berkembanganya zaman dan dibarengi dengan
meningkatnya jumlah penduduk secara drastis maka akan berbanding lurus
dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang begitu beragam. Konsekuensi
logis dari hal tersebut adalah semakin berkurangnya sumber daya untuk
memenuhi kebutuhan manusia‘itu-sendiri. Salah satu sumber daya alam yang
sangat fundamental adalah air. Manusia tidak bisa hidup  tanpa air karena

sebagian besar tubuh manusia adalah air.

Kemampuan dan tingkat kualitas air yang ada senantiasa dipengaruhi
oleh jumlah penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Ketika jumlah manusia terbatas dan hidup secara sederhana, pada umumnya

* Marhaeni Ria Siombo, Hukum lingkungan dan pelaksanaan pembangunan
Berkelanjutan, (Jakarta, Gramedia Pustaka,2013) him.79.



cara hidup dan bermukim manusia masih serasi dengan lingkungan alam
sehingga pada tingkat seperti ini masalah lingkungan belum dikenal orang.
Akan tetapi setelah jumlah manusia semakin bertambah banyak, serta ilmu
pengetahuan yang dimiliki manusia semakin berkembang, pola perilaku
manusia pun berubah juga, antara lain dengan mengadakan perubahan pada

lingkungan menurut keinginanya. >

Perubahan yang pada mulanya kecil berubah dengan cepat seiring
dengan pertambahan penduduk, serta perkembangan ilmu dan teknologi
begitu pesat. Pada akhirnya segala kegiatan tersebut mengganggu keserasian
manusia dengan lingkungan, termasuk gangguan dan perusakan pada sumber

daya air.

Kepadatan penduduk yang disertai dengan tingkat kemiskinan dan
keterbelakangan dalam suatu proses pembangunan akan mengakibatkan
masalah lingkungan dan pengelolaan sumber-sumber alam makin rumit dan
sulit. Akibat tekanan kepadatan penduduk di beberapa bagian daerah tertentu,
khususnya pulau jawa terjadi penggunaan daerah hutanyang tidak terkendali,
yang sebenarnya harus dilindungi guna ~ kegiatan-kegiatan pertanian,

pertambangan dan lain sebagainya.

> M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di
Indonesia, (Bandung : P.T. Alumni, 2008) him.24.



Hal ini telah mengakibatkan kerusakan-kerusakan lingkungan yang
pada akhirnya sering diikuti dengan persoalan banjir, kekeringan dan lain

sebagainya, seperti yang sering terjadi di beberapa daerah pulau jawa.’

Salah satu pertimbangan dalam UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara
ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin
meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi
sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan
sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi guna

memenuhi kebutuhan rakyat atas air. ’

Melihat pentingnya air bagi kehidupan makhluk hidup secara umum
dan manusia secara khusus maka kita harus menjaga sumber daya air agar
tetap menghasilkan suatu yang bermanfaat bagi kita. Oleh karena itu kita
harus benar benar memperhatikan secara serius cara pengelolaan air yang

baik agar sumber daya air bisa kita manfaatkan secara maksimal.

Di kota. Yogyakarta kegiatan pembangunan yang semakin masif
mengandung resiko pencemaran dan-perusakan lingkungan hidup sehingga
fungsi dan dasar ekosistem untuk menopang kehidupan yang sudah

terstruktur secara baik dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan

® Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2002
" UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air



merupakan salah satu dari gejala sosial yang pada ujungnya masyarakat dan

pemerintah yang akan menanggung akibatnya, termasuk urusan pemulihan.

Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak terlepas dari urusan
pengawasan agar ketentuan dalam Undang-Undang tentang lingkungan hidup

dilaksanakan dengan baik.

Salah satu permasalahan di kota Yogyakarta adalah permasalahan
sampah rumah tangga dan kualitas air. Secara umum dapat dikatakan bahwa
Kota Yogyakarta masih menghadapi persoalan terkait dengan pengendalian
dan pengelolaan lingkungan hidup terutama persoalan pencemaran dan
kualitas air. Sebagai contoh nyata yang terjadi di kota Yogyakarta adalah
masih adanya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai yang
mengakibatkan tercemarnya air sungai dan menimbulkan tingginya
kandungan Bakteri Escherichia coli (E. coli). Selain itu ada juga kandang

hewan yang berada di atas sungai.®

Menurut pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
(DLHK) data kualitas air dari empat sungal (sungai winongo, sungai code,
sungai manunggal, dan sungai. gajah wong) ‘di Kota Yogyakarta dengan
jumlah titik sampling didapatkan Hasil kualitas air sangat buruk. Parameter

dominan yang mempengaruhi buruknya kualitas air sungai di Kota

® https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316427/mayoritas-sungai-di-di
yogyakarta-tercemar, akses pada 2 juni 2020.


https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316427/mayoritas-sungai-di-di%20yogyakarta-tercemar
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01316427/mayoritas-sungai-di-di%20yogyakarta-tercemar

Yogyakarta adalah COD, BOD, Nitrat, Fosfat, Total Coliform dan Coli Tinja

yang setiap pengujiannya melebihi baku mutu.’

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang di
dalamnya mengandung nilai perlindungan terhadap alam termasuk di
dalamnya tentag air. Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah
menerbitkan Perda DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan dari UUPLH untuk

mengatasi persoalan pencemaran air.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
“Implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian
Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif Maslahah Mursalah”), yang
pada dasarnya memiliki tujuan baik yakni untuk meningkatkan
penyelenggaraan upaya pengendalian dan pencemaran air.di Kota Yogyakarta

demi kemaslahatan manusia itu sendiri.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Perda DIY No.3 Tahun 2015 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15
Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Yogyakarta Prespektif

Maslahah Mursalah?

? https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/252, akses pada 12 juni 2020.


https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/detail/index/252

2. Bagaimana pandangan Maslahah Mursalah terhadap implementasi Perda
DIY No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pasal 15 Tentan Pengendalian

Pencemaran Air DI Kota Yogyakarta Prespektif Maslahah Mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Setiap peneltian pasti mempunyai tujuan dan manfaat yang akan di
dapatkan, baik bagi penulis ataupun bagi pihak-pihak lain. Adapun tujuan dan

manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Tujuan Penelitian

a. Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah untuk
menjelaskan upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani
pengendalian dan pencemaran air

2. Manfaat Penelitian

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat
dalam menambah khazanah keilmuan dan dapat menjadi sebuah
referensi bagi penelitian yang lain dalam Hukum-Tata Negara.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi
akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah Indonesia. Selain itu juga
diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara
umum dan penyandang disabilitas secara khusus agar lebih baik di

masa yang akan datang.



D. Telaah Pustaka

Penelitian yang baik adalah penelitian yang benar — benar terjun secara
langsung dalam bereksperimen dan menguji coba obyek kajiannya. Dengan
kata lain, penelitian tidak diperbolenkan untuk melakukan plagiat atau
kesamaan penelitian dari segala aspeknya. Maka diperlukan telaah pustaka
untuk mengkomparasikan penelitian ini dengan penelitian—penelitian yang
serupa, mana saja perbedaan antara penelitian ini dengan yang lain.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah
(skripsi) yang membahas secara khusus tentang Implementasi Perda DIY
No.3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup
(Studi Kasus Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Di Kota
Yogyakarta Prespektif Maslahah Mursalah). Berikut hasil karya ilmiah yang
berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dodi Faisal dengan judul
“Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai
Bengkulu. Akibat Penambangan ‘Batu Bara” yamg didalamnya membahas
tentang peran WALHI dalam mengendaliakn pencemaran ‘air, Kkritik untuk
WALHI di dalam peneltian tersebut adalah kurangnya fungsi pemberdayaan

masyrakat yang dilakukan oleh WALHI. Relevansi dengan penelitian penulis
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adalah membahas persoalan pengendalian pencemaran air sungai dan yang
menjadi titik perbedaanya adalah subyek lembaga.*°

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arlen Baehaqi
dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan kualitas
Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro” yang didalamnya
membahas tentang bagaiamana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam
menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintahan yang consern dalam
persoalan lingkungan, yang menjadi hambatan dari Dinas Lingkungan Hidup
di kota Metro adalah kurangnya ahli laboratorium dan kurangnya kesadaran
masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehingga terjadi pencemaran.
Relevansi dengan penelitian penulis adalah kesamaan subjek yang di bahas
yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang berlaku, sedangkan perbedaanya terletak
pada prespektif yang dibahas. **

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Pratiwi dengan judul
“Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Dalam Pengendalian
Damkpak. Pencemaran. Kawasan Industri Modern. Di Kecamatan Kibin
Kabupaten Serang”yang didalamnya membahas-tentang bagaimana peran
Dinas Lingkungan Hidup = dalam mengendendalikan pencemaran karena

perkembangan kawasan industri. Relevansi dengan skripsi penulis adalah

1% Dodi Faisal “Peran WALHI Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungali
Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara”,Skripsi Program Ekstensi lImu Administrasi Negara
Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, 2012

! Muhammad arlen Bachagi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan
kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro”, Skripsi, Program studi Hukum
Administrasi Negara, fakultas hukum Universitas Lampung, 2018
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subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungsn Hidup. Sedangkan perbedaan
dengan skripsi penulis adalah berdasarkan prespektif yang dibahas.*?

Keempat, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Nursyafni Atikah Dengan
Judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam
Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan
Tapung” yang di dalamnya membahas tentang bagaimana peran Dinas
Lingkungan Hidup mengendalikan pencemaran sungai akibat limbah industri.
Kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air
diantaranya adalah kurangnya anggaran.

Relevensi dengan penulis adalah kesamaan tema yaitu pengendalian
pencemaran air dan subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup.
Perbedaan dengan penulis adalah berdasarkan prekspektif yang akan
digunakan dalam penelitain, yaitu Maslahah Mursalah.

E. Kerangka Teori
1. Teori Sistem Hukum
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-
norma dan katdah-kaidah hukum sekaligus  nilai-nilai yang ada di
belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami secara utuh
jiwa hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum yang harus

ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses

2Dyah Utami, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Dalam Pengendalian
Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang”, skripsi,
Program llmu Administrasi Negara, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, 2107.
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pembuatan perundang-undangan (law procces).™

Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum adalah
proses dilakukanya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum
secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupann bermasyarakat dan bernegara.**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya
penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai
pedoman berperilaku dalam setiap perbuatan hukum dalam rangka
menjamin  berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Lawrence Meir Friedmen mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya

suatu penegakan hukum bergantung pada beberapa hal berikut:*®

a. Sruktur Hukum
Menurut Lawrance M. Friedman yang dimaksud dengan struktur
hukum adalah pranata hukum yang menopang sistem hukum itu
sendiri, yang' terdiri 'atas bentuk hukum;, “lembaga-lembaga hukum,
perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka:
Struktur hukum berdasarkan - UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi;

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana.

3 Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan

Penerbit Universitas Diponegoro. 2002), him 69

¥ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses pada 4

Oktober 2020

1> Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan

Hukum Di Indonesia”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1:2 (2012), him. 217


http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
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Kewenangan para aparatur penegak hukum telah dijamin Undang-
Undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
terlepas dari pengaruh-pengaruh lain termasuk di dalamnya pengaruh
pemerintah.

Terdapat adagium “fiat justitia et pereat munudus” (mesKipun
dunia ini runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Hukum tidak bisa
menjadi panglima apabila tidak ada aparat penegak hukum yang
kredibel, kompeten, dan independen. Sebagus apapun suatu hukum
apabila tidak disokong dengan para aparat penegak hukum yang adil
dan jujur maka keadilan hanyalah suatu mimpi disiang bolong belaka.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum berarti sebuah produk yang dihasilkan oleh
orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan
yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi
hukum juga mencakup sitem hukum yang hidup (living law), bukan
hanyaaturan yang ada dalam kitab, Undang-Undang.

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law aistem
atau Sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-
undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo
Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis
sedangkan peraturan-peraturan tidak tertulis tidak termasuk dalam

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.
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Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu
produk hukum yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang. Nilai-
nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum di masyarakat
dirumuskan dalam suatu perundang-undangan. Pembuatan suatu
produk terkadang sangat dipengaruhioleh suasana politik oleh suatu
negara.

Sangat sering terjadi suatu produk hukum yang termuat dalam
prundang-undangan  dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan
kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak berakibat
banyak terhadap masyarakat, terutama kelas bawah.

Akibat yang lebih fatal adalah hukum dijadikan sebagai alat
kekuasaan yang dapat digunakan semena-mena oleh penguasa.
Sehingga, meminjam istilah Rocky Gerung terjadi “Black Market Of
Justice” atau pasar gelap keadilan dari dalam istana.®

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan
demokratis-hanya akan menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat
yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas -hukum itu sendiri.
Oleh karena itu, membentuk suatu hukum yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat yang bebas dari intervensi-intervensi politis adalah sebuah
keniscayaan.

c. Budaya Hukum

'® Indonesia Lawyers Club, Episode Potret Hukum Di Indonesia (12 Februari 2019).
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Budaya hukum menurut Lawrance M. Friemen adalah sikap
manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilali,
pemikiran, serta harapanya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran
sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat
kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan
terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir
masyarakat tentang hukum. Secara sederhana, tingkat ketaatan
masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator
berfungsinya hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana
implementasi Perda Diy Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang

pengendalian Pencemaran Di kota Yogyakarta.
2. Maslahah Mursalah

Kerangka - teari-merupakan kerangka konsep, 'landasan teori, sudut
pandang atau ‘paradigma yang digunakan ‘untuk menganalisis suatu
permasalahan. Suatu teori dalam penelitian sangat berperan penting untuk
menjelaskan, menginterpretasi, dan memahami suatu gejala atau fenomena
yang ditemukan dalam penelitian.

Teori yang digunakan penulis adalah teori maslahah mursalah untuk

menganalisa Implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maslahah mursalah
terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah
menurut bahasa artinya manfaat, sedangkan mursalah artinya lepas.
Dengan kata lain maslahah marsalah adalah manfaat yang lepas dari dalil
yang khusus. *’

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, maslahah mursalah adalah
“sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk
merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu yang mendukung
ataupun rnenolaknya”.18

Menurut Al-ghazali maslahah itu ada tiga'®: Maslahah
yang dibenarkan/ditunjukan oleh nash/dalil tertentu Inilah yang
dikenal dengan Maslahah AMu tabarah. Maslahah semacam ini
dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum
Islam.

Maslahah yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil
tertentu. Inilah yang dikenal dengan Al Maslahah al Mulghah. Al
Maslahah  semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan
dalam’penetapan hukdm Aslam’?

Maslahah yang tidak ditemukan adanya dalil

khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak atau

"M Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein., M.A., Ushul Figh, him. 233-236.
¥1bid

19 Zainal Anwar, “Pemikiran Ushul Figih Alghazali Tentang Almaslahah
Almursalah”, Jurnal Fitrah, Vol 01:01 (Juni 2015), him. 58.
% 1bid
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menggugurkannya. Maslahah inilah yang dikenal dengan
Maslahah Mursalah. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat
apakah Maslahah Mursalah itu dapat dijadikan pertimbangan
dalam penetapan hukum Islam atau tidak.?*

Bedasarkan hal di atas bisa disimpulkan bahwa Maslahah adalah
segala sesuatu yang bisa mempunyai nilai manfaat dan menghindari
kemadhorotan demi tujuan memelihara tujuan Syara. Hal yang harus di
garis bawahi ialah titik kesamaan antara konsep maslahah dengan konsep
istihsan  dan maqosid syariah yakni hasil yang ingin dicapai, yaitu
kemaslahatan. Sedangkan titik perbedaanya adalah tolak ukur yang di
gunakan pada teori tersebut dimana istihsan dan maqosid syariah
menggunakan dalil atau hukum Islam sebagai tolak ukur penerapannya,
sedangkan maslahah mursalah lebih melandaskan kemaslahatan menurut
pertimbangan akal.

Dari kesimpulan inilah “peneliti - memilih maslahah mursalah
sebagai teori yang-akan digunakan dalam meneliti implementasi Perda
DIY No.3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Dan Pencemaran
Air.

F. Metode Penelitian.
Metode peneltian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem yang

bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis

L 1bid
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sehingga memperolah hasil yang maksimal.?® Cara tersebut digunakan setelah

setelah peneliti memperhitungkan kelayakan ditinjau dari situasi penelitian

berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung

jawabkan, maka penelitian inimemerlukan metode tertentu, metode yang

digunakan dalam penelian ini adalahsebagai berikut :

1.

2.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (field
Research) yaitu motede penelitian untuk mendapatkan langsung dari
lapangan atau tempat dilakukanya penelitian, dimana penelitian ini
menggunakan sumber data primer melalui deskriptif kualitatif. penelitian
ini menggunakan sumber data primer melalui data lisan, tulisan, dan fakta
fisik di lapangan.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu sebuah penilitian yang
betujuan untuk mengungkapkan suatu permasalahan, gejala, atau
fenomena sebagaimana mestinya, Sehingga dapat mengungkap fakta (fact
finding) yang sebenarnya.?

Selain itu-Selain itu, jenis ini juga digunakan untuk memberikan

pemahaman dan penafsiran terhadap fakta di lapangan yang berkaitan

dengan implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan

him.31.

22 Anton Banker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), him.6
2% Hadari Nawawi, Metode Peneltitian Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993),
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dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 tentang Pengendalian

Pencemaran Air.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
yuridis empiris kadari rena mencari data langsung dari lapangan atau data
data yang masih mentah di lapangan. Dan juga menggunakan pendekatan
sosiologis sebagai pendukung.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang berusaha
menggambarkan tentang keadaan masyarakat atau fenomena sosial yang
dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya
hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan keyakinan yang mendasari
terjadinya fenomena tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan
teknik penggunaan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah. memperoleh ~keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.?*

Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan

2% Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan
Kualitatif. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) him. 133.
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sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.?®
Tujuan dari wawancara (interview) ini adalah untuk memperoleh
informasi faktual, untuk menaksir, dan menilai kepribadian individu,
atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya.
Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.?
Selanjutnya observasi berfungsi sebagai explorasi dari hasil ini dapat
diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta
mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

Sehingga nantinya dapat melihat secara langsung dan
melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam observasi
ini akan dilakukan langsung ke beberapa sungai yang melewati kota
yogyakarta.

Dokumentasi

Memperoleh data tentang. suatu-masalah dengan menelusuri
dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-
arsip, buku, jurnal, artikel, baik cetak maupun online serta bahan lain

yang terkait dengan penelitian.

2% Nurus Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Aplikasi, (Jakarta:

Bumi Aksara, 2006), him. 179.

him.106

26 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: UGM Press, 2007),
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5. Sasaran Wawancara
Adapun sasaran wancana guna mendapatkan data penelitian yakni;

a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah atau yang

mewakili
6. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah;

a. Data Primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang
diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan.

b. Data sekunder adalah data pendukung berupa buku-buku, hasil-
hasil penelitian sebelumnya, perundang-undangan, dan data-data
pendukung lainya.

7. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu
menjelaskan keadaan fakta lapangan dan menganalisisnya dalam

penulisan laporan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun
membagi ‘dalam beberapa bab' dengan tujuan agar mudah dipahami dan
mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Pembagian bab dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bab I terdiri dari tujuh bab, pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan

yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah merupakan
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penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah.
Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari hasil
penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil
penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penulusuran
terhadap literatur yang berkaitan tentang objek penelitian. Kelima, kerangka
teori berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesain
masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang
digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi
tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab I1 berisi tentang tinjauan Maslahah Mursalah dan tinjauan Perda
DIY No. 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air

Bab 1l berisi tentang gambaran umum tentang tugas, pokok dan fungsi
dari Dinas Lingkungan Hidup Dan bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup
dalam Pengendalian Pencemaran Alir.

Bab IV berisi tentang analisis hasil penelitian penulis sekaligus
menjawab persoalan dari rumusan masalah mengenai-implementasi Perda DIY
No. 3 Tahun 2015 pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Prespektif
Maslahah Mursalahah.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang
menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan sarang kepada pihak

terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dari permasalahan yang dibahas maka penyusun
dapat mengambil beberapa kekesimpulan diantaranya sebagai berikut;

1. Implementasi Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 pasal 15 belum
terimplementasi secara baik dan belum efektif, hal ini bisa dilihat dari
beberapa poin yaitu:

a. Penggunaan sungai sebagai muara pembuangan air limbah menurut
penyusun tidak tepat, meskipun air limbah yang di syaratkan harus
memenuhi baku mutu. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh
Bapak Larsono bahwa salah satu fungsi dari sungai di Kota
Yogyakarta dalah untuk membuang air limbah rumah tangga asal
memenuhi  baku mutu.®*Apabila prinsip yang dipakai adalah
membuang air limbah ke sungai sesuai baku mutu, maka kasus
pencemaran air tidak akan pernah selesai. Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta harus mencari solusi lain dalam mengelolala air
limbah rumah tangga dan menjadikan sungai sebagai sumber air
bukan sebagai fungsi pembuangan limbah.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kota yogyakarta belum cukup tegas
dalam menghukum pelanggar yang melakukan pencemaran.

Menurut pengakuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota

8 Wawancara dengan Bapak Larsono selaku kepala sub bidang Pengendalian
Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
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Yogyakarta, saat ini belum berani untuk menindak para UMKM
yang melanggar pencemaran. Hal ini disebabkan karena Dinas
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta barencana akan mendekati
secara pelan-pelan dan hal ini membutuhkan proses yang lama.

c. Dinas Lingkungan Hidup belum melaksanakan Perda DIY Nomor 3
Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran Air huruf ¢
(Pemulihan) secara maksimal. Menurut Bapak Larsono saat ini
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum bisa
mengembalikan pemulihan kualitas air sebagaimana mestinya.

Dari beberapa poin di atas maka penulis berkesimpulan bahwa Perda
DIY Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 15 Tentang Pengendalian Pencemaran
Air belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diamanahkan
Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data penulis kumpulkan maka penulis menilai bahwa

implementasi Perda DIY Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan- Hidup ‘Pasal 15 (Pengendalian ‘Pencemaran Air) selaras

dengan , karena peraturan pengendalian pencemaran air dapat menjaga

tujuan Syara’.
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B. Saran
Berkenaan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang

disampaikan penulis adalah;

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta harus mengawal secara
massif peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
lingkungan karena makin kompleksnya isu-isu lingkungan.

2. Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan kajian dan pelatihan
tentang perundang-undangan kepada personil Dinas Lingkungan
Hidup itu agar arah, gerak, tujuan pokok dan fungsi Dinas Lingkungan

Hidup dapat terarah secara baik.
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6. Lain-Lain

Wawancara dengan Bapak Larsono selaku kepala sub bidang Pengendalian
Pencemaran di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Laporan Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
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